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BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAI.I BUPATI ACEH UTAR-,\
NOMOR 30TAHUN2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAA.N POLA
PENGELOLAAN KEUAN(}AN BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAI{

SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BI S MILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH I,AGI MAHA PDI{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pola pengelolaan keuarrgal Badal
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit, Urnnrrt Daerah
Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagainrana yang telah
ditetapl<an dalam Peratu ran Bupati Acetr Utara Ncmor 23
Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian l''embali
sehubungan belum adanya pengaturan Berrdahala Umum
PPK tsLUD dalam batang tubuh dan pasal-pasal tentang
Pengelolaan Anggaran kaugusu5q pengeiolaan Ar:ggararr
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

b. bahwa. berdasarkan pertimbangan sebagaima.na. Cimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2fll5
tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelola.an Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit
Umum Cut Meutia Kabupaterr Aceh Utara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tcntang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera U ta,ra (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuargan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor' 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik rndonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pemerirrtahan Aceh (kmbaran Negara Re;rublik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tarnbahan l,embara n Negara" Nornor
a633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaug Pemerintah
Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2O14
Nomor' 244, Tambahan l,embaran Negara Repubiik indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O14 temang Perubahan Atas
Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Len baran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 48, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 71 tahun 20i0 tentang S landar
Akuntansi Pemerintahan l,embaran Nega;a Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan I-err,baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te,rtang
Pengelolaan Keuangan Daerah I-embaran Negara Reptrblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2011 Nomor 59);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Menteri Da.lam
Negeri Nomor 2l tahun 2011 tentang Per.rbahan l(edua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2C06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1 I . Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 6 1 Tatrtin 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keriangan Badan
Layanan Umum l)aerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan standar akuntansi p3rierintahan
berbasis akrual pada pemerintah daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i Tzlhrrn 2014
tentang Pembentukan Produk Hrrkum Daerah (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Susurran Oiganisasi dan Tata ke4'a Rumah Sakit Ulnunr Crrt
Meutia Kabupaten Aceh Utara.

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahnn 2008 teutang
Pokok-pokok tentang Pengelolaan Keuangai: Daerah;
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Menetapkan

16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 20'13 tentang
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh IJtara;

17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Pola Tata kelola Rumah Sakit Umum Cut lUeutja Kabupaten
Aceh tlta?a\

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUP,TTI ACETI U-IARA
NOMOR 23 TAHUN 20fi TENTA}.iG PSDCMAN
PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAER\H PADA RUMAH SAKIT I.IMUITf CUT
MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh lJlara lrlomor 23
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Perrgelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah paCa Rumah Sakit
Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh
Utara Nomor 23); diubah sebagai berikut:

Diantara arrgka 13 dan 14 disisip 1 (satu) angka yakr,i angl<a 13A
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

B.qB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraftrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-tsLUD adatah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibililas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yer:rg sehat
untuk rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat dala.rn
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

2. Badan la.yanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah satuan kerja Perangkat Kabupaten Rumah Sal<it umum
cut Meutia. Kabupaten Aceh utara yang menerapkan ppK BLUD.

3. Pejabat pengelola PPK BLUD adalah pimpinan ppK BLUD
yang bertanggung jawab terhadap kinerja cperasicnat ppK
BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan danpejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada PpK BLUD yang bersar,gkutan.

4. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutr:rya disingkat RBA.
adalah dokrrmen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan
yang berisi program, kegiatan, target kineda dan anggaran ppK
BLUD.
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5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagrhan PPK BLUD yang menambah ekuitas dama lanca r dalar:r
periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar
kembali.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang seianjutnya oisingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusam Btrpati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempun5'ai ttrgas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupatr dalarn rangka
penyusunan APBK yang anggoti.nya terdiri dari pejabat
perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainny a sesuai dengam
kebutuhan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanlu tn.ya disingkat
PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewelrangan
sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBK
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

B. Direktur adaiah Direktur pada Rumah Sakit Umum Crrt Meutia
Kabupaten Aceh Utara.

9. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang sela.n,iu':nya disrngkat
RSUCM adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang
menerapkan PPK BLUD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yarrg -lelatljutnya
disingkat APBK adalah rencana keuar:ga,r *.al runan
pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan <iisetrrjui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRK yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

11. Belanja adaiah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam Eerjode tahun
anggarzrn bersangkutan yang tidak akan dipe:'oleh
pembayarannya kembali oleh PPK RLUD.

12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua pencrlrnaan yang
bersumber dari penerimaan pinjaman ja,ngka pendek,
penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerirnaan ker,rbali
pinjaman yang diberikan kepada pihal< ketiga, penjualan
investasi pe[nanen lainnya dan pencairan dana cadangarr.

13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk
pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka
panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana
cadangan.

13A Bendahara Umum Pcla Pengelola Keuangan Badan La5,anarr
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya
disingkat BU PPK-BLUD adalah Pejabat yang ditun;uk dan
diberi wev,,enang untuk pengelolaar kas PPK BLUD.

14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang rnengr.rrangi ekrritas
dana lancar untul: memperoleh barang dan/ atar. iasa untuk
keperluan operasional PPK BLUD

15. Piutang adalah jumlah uarg yang al<an diterima BLUD dan/atau
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya lairg sait.
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16. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa
lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian
atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran kelua.r sumLrei
daya ekonomi.

17. lnvestasi adalah penggunaan aset untuk mempercleh rnanfaat
ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan
PPI( BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang rnengakui pengaruh
transa-ksi dan penstiwa lainnya pada saat tran sa-ksi dar
peristiwa itu te{adi, tanpa rnemperhatikan saa i kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uarlg ppi(
BLUD yang dibuka oleh Pimpinan PPK BLUD parla irank
umum untuk menampung seluruh peneitrraar pendapatan
dan pembayaran pengeluaran PPK BLUD.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selalju tnya ciisingkat
DPA adalah dokumen yang mernuat pendapatan, beianja, dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari
APBK dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan ppK
BLUD-

21. Rencana Keria Bisnis dan Anggaran ppK BLUD yang selarrjutnya
disingkat RBA PPK BLUD adalah dokumen perenca.naern <ial
penganggat'an )ang berisi renca,la pendap.rta.,, re,rcall€1
helanja, program dan kegiatan, target kinerja dan ,\nggaiar, ppK
BLUD.

22. Rencana Strategis Bisnis yang seianjutnya disingi<at Renstra
adalah dokurnen lima tahunan yarrg memuat visi. nisi,program strategis, pengukuran pencapaiar
kineq'a, dan arah kebijakan operasiorr al ppK BLUD. yang
disusun berdasarkan RpJM.

23. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setizrp warga negara secara rririrnal.

24. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyeleirgSlaraar fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang bilt<dalam rangka pemberian layanan yang bermu t-u da-n
berkesinambungan.

25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasicr;ral yang
diterima BLUD yang berasal aari'tar"rig dan/atau .1.". y*!
diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihai
lain atau hasil usaha lainnya.

26. Nilai aset adalah jumlah aktiva ya,g tercantum daram neraca
BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan nrerupakan
bagian dari aset pemerintah daerah yang tirtat< terpisahkan.

27. Tanf adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yartg
diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang-wajar dari
investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian biaya per unit layanan.
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28. Besaran persentase ambang batas adalah besa-ran

persentase perubahan anggaran yang bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan
d.t gatt mempertimbangkan fluktuasi kegiatan opei:asional
BLUD.

Ketentttan BAB V ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian ketiga
diantara Pasal 20 dan Pasal 21 drsisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal
20A sehingrTa ketentuanr BAB V berbunyi sebagai berikut;

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersurnber dar"i Jasa l,ay'artan,
Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan la.yanan Umum

Daerah yang Sah
Pasal 13

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaart guna
melaksanakan fungsi Perbendah'draarL untrrk perrdapatan PPK
BLUD.

(2) Seluruh pendapatan PPK BLUD sebagaimana dir.eaksud
pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas PPK RLIJD.

(3) Pemimpin PPK BLUD paling lama setiap triwulan. rneiaporkan
pendapatan kepada PPKD untuk mendapat per^gesaltan,
dengan melampirkan Surat Pernyataan 'langgrng Jawab
(SPTJ) untuk pendapatan PPK BLUD.

Pasal 14

(1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan PPK BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13 ayat, (3) sel..rgaimana
tersebut dalam La.mpiran IV A Peraturan Bupati rni.

(2) Format SPTJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana Cimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) sebagainrana tersebut Calam Lanrpirarr
IV B Peraturan Bupati inr.

Paragral 2
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersu mber ciari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggarax Per"oa.pa.tarl cal'l

Belanja Negara

Pasal 15

Pendapatan PPK-BLUD yang bersumber da:i Ar-t3K/APBN,
dilaksanakan sesuai peraturan perunCang-undangan.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Biaya/ Pengeiualan

Paragraf 1

Pelaksanaan An ggaran Biaya / Pen gelu aran yan g Bersit rr bet-d ln
Jasa l.ayanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Penda.patan Ba"dan

Layanan Umum Daerah Yang Sah

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan Bendaha"a Pengeltraran guna
melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya. PFK BLUD.

t2l Seluruh. biaya/pengeluaran, pelaksarlaannya dilakukan rnelalui
rekening kas PPK BLUD.

(3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai deirgan alokasi
biaya/pengeluaran menurut program dan kegiata:r yallg telah
ditentukan.

(4) Pemimpin PPK BLUD membuat rincian lebih lanjut dari
anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntallllitas.

Pasal 17

(1) Pemimpin PPK BLUD dapat mengajukan Perrrf;31'tr., atau
memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggarall sesuai
dengan perubahan kebutuhan layanan pada batas-batas
jenis anggaran dalam DPA- PPK BLUD.

(2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD.

Pasa1 18

Pemimpin PPK BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan
realisasi biaya kepada PPKD dengan melampirkern SPM
Pengesahan untuk rnendapat pengesahan PPKD, dengan
tanggung jawab material ada pada Pemimpin PPK RLUD yang
didasarkan Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 19

(1) Format pengesatran laporan realisasi biaya seha.garroana
dimaksud dalam Pasal 18, tersebut dalam I"anepiran IVC
Peraturan Bupati ini.

t2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud <ialam Pasa-l
18, sebagaimana tersebut dalam l,ampilan IVD Pelaturan
Bupati ini.

(3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
sebagaimana tersebut dalam tampiran IVE Pet'aturan
Bupati ini.
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Paragral 2

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Arrgga:'an
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara

Pasal 2O

(1) Pelaksanaan arlggaran biaya PPK BLUD merrggunakan format
DPA- PPK BLUD.

t2\ Mekanisme pencairan biaya PPK BLLID sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesue.i peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bendahara Umum PPK BLUD

Pengelolaan Anggaran jil<N
Pasal 2O?. '

(1) BU PPI( BLUD mengelola pendapatan dan belanja kegratan
Jaminan Kesehatan Nasional,

(2) BU PPK BLUD Pengelolaan pendapatan da"n belan;a sebagailnara
dimaksud pada ayat f 1) menlpun5,ai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pe;rgehiara.n oleh
bank dan/atau lembaga keuangan iainnya yang diturrrjuir;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan DPA PPK BLUD;

f. menyimpan uang PPK BLUD;

g. melal<sanakan penempatan uang PPK tsLUD cian
mengelola/ menatausahakan investasi PPK Bl,rlD;

h. melakukan pembayaran berdasarkan oermintaan pejabat
pengglrna anggaran atas beban rekening kas PPK BLUD;

i. melakukan pengelolaan utang dan piutang PPK tsLUD; dan
j. melakukan penagihan piutang PPK BLUD.

(3) BU PPK-BLUD diangkat oleh Bupati atas usul Direl<tur.
(4) Pengg.ngkatan BU PPK-BLUD sebagaimana dirrraksu,.d pada

ayat ($ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

lir "+
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Paragral2

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari An6;garan
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara

Pasal 2O

(1) Pelaksanaan €mggaran biaya PPK BLrJD menggunakan format
DPA- PPK BLUD.

{2) Mekanisme pencairan biaya PPK BLUD sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesrta-t peraturarr
perundang-undangan.

Bagran Ketiga
Berrdahara Umum PPK BLUD

Pengelolaan Anggaran JKN
Pasal 2OA

(1) BU PPK BLUD mengelola pendapatan dan belanja kegiatan
Jaminan Kesehatan Nasional..

(21 BU PPK BLUD Pengelolaan pendapaban dan bclanja sebaga:mana
dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dar: pengeluaran oieh
bank dan/atau lembaga keuar,gan lainnya yang ditunjuk;

e. mengllsahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan RBA;

f. menyimpan uang PPK BLUD;

g. melaksanakan penempa.tan uang PPK BLUD dan
mengelola/ menatausahakan irrvestasi PPK BLUD :

h. melakukan pembayaran berdasarkan permrntaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas P.rK BLUD;

i. melakukan pengelolaan utang dan piutang PPK BLUD: tlan
j. melakukan penagihan piutang PFK BLUD.

(3) BU PPK-BLUD diangkat oleh Bupati atas usul Drrekrr,r'.
(4) Pengangkatan BU PPK-BLUD sebagaimar.a drmaksud paia

ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupatr.

fr
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015.

setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempa.tannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 26 Oktober 2O 15 M

/ 13 Muharram 2ff15 H

{ rur*r ACEH urAR4L

- ..u+}t.-
H. MUHAMMAD THAIB

Ditetapkan Lhokseumawe,
26 Oktober 2015 M
13 Muharram 2015 H

ANSHARI

pada

I

KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3O
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